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ABSTRAK 
 
 
Desy Putri Handayani, 2006/73390. Analisis Perbedaan Dana Perimbangan 

Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Sebelum dan Sesudah 
Pemberlakuan UU No. 33 Tahun 2004 (Studi Komparatif pada 
Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Sumatera), Skripsi, 
Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Padang, 2011. 

 
 
Pembimbing: I.    Lili Anita, SE, M.Si, Ak. 
 II.   Salma Taqwa, SE, M.Si. 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji: 1). Perbedaan dana 
perimbangan sebelum dan sesudah pemberlakuan UU No. 33 Tahun 2004. 2). 
Perbedaan dana bagi hasil sebelum dan sesudah pemberlakuan UU Nomor 33 
Tahun 2004. 3). Perbedaan dana alokasi umum sebelum dan sesudah 
pemberlakuan UU No. 33 Tahun 2004. 4). Perbedaan dana alokasi khusus 
sebelum dan sesudah pemberlakuan UU No. 33 Tahun 2004.  

 Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian komparatif. Populasi pada 
penelitian ini adalah seluruh Kabupaten dan Kota di Sumatera. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan purposive sampling sehingga diperoleh 39 
kabupaten dan kota yang dijadikan sampel penelitian. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik 
(BPS) Provinsi Sumatera Barat dan situs www.djpk.depkeu.go.id. Teknik 
pengolahan data yang digunakan adalah uji t untuk dua sampel berpasangan 
(paired sample t-test).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Terdapat perbedaan yang 
signifikan antara dana perimbangan sebelum dengan sesudah pemberlakuan UU 
No. 33 Tahun 2004. 2). Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara dana bagi 
hasil sebelum dan sesudah pemberlakuan UU No. 33 Tahun 2004. 3). Terdapat 
perbedaan yang signifikan antara dana alokasi umum sebelum dan sesudah 
pemberlakuan UU No. 33 Tahun 2004. 4). Terdapat  perbedaan yang signifikan 
antara dana alokasi khusus sebelum dan sesudah pemberlakuan UU No. 33 Tahun 
2004 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, disarankan agar pemerintah daerah 
sebaiknya dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dapat 
menggali potensi penerimaan di daerahnya agar pendapatan ali daerah semakin 
meningkat. Dengan peningkatan pendapatan asli daerah tersebut ketergantungan 
terhadap pusat berupa dana perimbangan dapat semakin dikurangi. Untuk 
penelitian selanjutnya disarankan agar menggunakan sampel kabupaten dan kota 
dengan cakupan daerah yang lebih luas, agar hasil yang ditemukan nantinya akan 
lebih baik dari penelitian ini.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang              

Penyelenggaraan pemerintahan baik oleh pusat maupun daerah 

mempunyai fungsi untuk mendorong dan memfasilitasi pembangunan guna 

mencapai pertumbuhan ekonomi yang memadai bagi peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. Terkait dengan fungsi dan peran sebagai motivator dan fasilitator 

pembangunan tersebut, pemerintah telah mengambil suatu pilihan kebijakan untuk 

lebih mengedepankan peran pemerintah daerah sebagai penggerak pembangunan. 

Melalui kebijakan otonomi daerah diharapkan agar pemerintahan di level yang 

paling dekat dengan masyarakat mampu menyerap aspirasi dan partisipasi 

masyarakat lokal sehingga arah pembangunan akan sesuai dengan kebutuhan riil 

masyarakat setempat (www.djpk.go.id). 

Kebijakan otonomi daerah tercermin pertama-tama dari ketetapan MPR-RI 

Nomor XV / MPR / 1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah : Pengaturan, 

Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta 

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Tap MPR tersebut merupakan landasan hukum keluarnya 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah.  



2 

 

 

 

 

Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 

aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Indra, 2006: 

338). Pelaksanaan otonomi daerah secara resmi dimulai sejak 1 Januari 2001 

dengan berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang 

No. 25 Tahun 1999. Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat membantu 

keleluasaan pemerintah daerah melalui usaha yang mampu meningkatkan 

partisipasi aktif masyarakat (Mardiasmo: 2002). 

Seiring dengan semakin berkembangnya otonomi daerah, Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 diperbaharui. 

Undang-undang ini diperbaharui karena sudah tidak sesuai lagi dengan 

perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi 

daerah. Pada tahun 2004, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menggantikan Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 1999.  

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan, 

dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata dan bertanggung 

jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya 

nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara pemerintah dan 

pemerintahan daerah (Ahmad, 2008: 43). Sri (2006) menyatakan bahwa 

pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah yang dikenal dengan otonomi 
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daerah juga diikuti oleh pelimpahan pendanaan dari pemerintah pusat ke daerah 

(konsep money follows function) yang diatur pada Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 1999 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.  

Atas amanat undang-undang tersebut, pemerintah pusat menyelenggarakan 

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.  

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu 

sistem pembiayaan pemerintah dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup 

pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan antar 

daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan 

memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban 

dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, 

termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangan (Indra, 2001: 231). Perimbangan 

keuangan tersebut tercermin dengan adanya dana perimbangan.  

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan, dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan 

APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

Dana perimbangan dimaksudkan untuk membantu daerah mendanai 

kewenangannya. Di samping itu, dana perimbangan juga bertujuan untuk 

mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan 

daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar 

daerah. Dana perimbangan merupakan salah satu komponen pendapatan daerah 

dalam APBD di samping pendapatan asli daerah dan pendapatan lain-lain.    
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Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan 

dana alokasi khusus. Menurut Widjaja (2005: 26) dana bagi hasil adalah bagian 

daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah 

dan bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam. Dana bagi hasil 

merupakan komponen dana perimbangan yang memiliki peranan penting dalam 

menyelenggarakan otonomi daerah karena penerimaannya didasarkan atas potensi 

daerah penghasil.  

Dana alokasi umum menurut Zul (2004: 68) dialokasikan dengan tujuan 

pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, 

jumlah penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah, sehingga 

perbedaan antar daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang dapat 

diperkecil. Sedangkan dana alokasi khusus menurut Ahmad (2008: 165) adalah 

dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah 

tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang 

merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.  

Dana perimbangan merupakan salah satu komponen pendapatan daerah 

yang cukup penting. Banyak pemerintah daerah yang masih mengandalkan 

sumber pendapatan ini karena jumlah pendapatan asli daerahnya yang kurang 

mencukupi untuk menutup anggaran belanjanya. Berdasarkan data APBD tahun 

2008, kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah kabupaten dan 

kota seluruh Indonesia sebesar 75,39% (Badan Pusat Statistik: 2008). Sri (2006) 

menyatakan bahwa jumlah dana APBN yang dialokasikan kepada daerah (melalui 

dana perimbangan) setiap tahunnya dari awal diberlakukannya otonomi daerah 
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terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa daerah masih 

bergantung kepada pusat berupa dana perimbangan dalam membiayai kebutuhan 

rumah tangganya.  

Penerapan otonomi daerah oleh pemerintah pusat memiliki tujuan untuk 

meningkatkan kemandirian daerah dalam mengelola rumah tangganya. Menurut 

Indra (2001: 231), ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu 

melaksanakan otonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, 

daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali 

sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah 

pusat harus seminimal mungkin, sehingga pendapatan asli daerah harus menjadi 

bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian 

keuangan pusat dan daerah.     

 Upaya meningkatkan kemampuan penerimaan daerah dari pendapatan asli 

daerah harus diarahkan pada usaha yang terus menerus dan berlanjut agar 

pendapatan asli daerah terus meningkat (Zul, 2004: 89). Sumber pendapatan asli 

daerah yang potensial berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah 

dan retribusi daerah diharapkan menjadi salah satu pembiayaan penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan 

kesejahteraan rakyat (Ahmad, 2008: 53).      

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi salah 

satu ciri penting pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini karena karakteristik sumber 

daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya manusia yang sangat beragam 

dari satu daerah dengan daerah yang lain. Sebagai perwujudan nilai dasar 
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konstitusi maka diperlukan pengaturan tentang pembagian hasil atas sumber daya 

alam, buatan, dan manusia maupun atas hasil kegiatan perekonomian lainnya yang 

intinya untuk memperlancar pelaksanaan otonomi daerah, dan pada saat yang 

sama memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Termasuk pengaturan 

perimbangan keuangan adalah bahwa daerah dapat memperoleh hak atas hasil 

pengolahan sumber daya tersebut secara adil, merata dan transparan (Made: 

2002).  

Permasalahan-permasalahan dalam aspek dana perimbangan yang sering 

menjadi temuan pemeriksaan terkait dengan dana bagi hasil yaitu pada formula 

alokasi dana bagi hasil, dasar nilai penetapan dana bagi hasil, pemanfaatan dana 

bagi hasil di daerah serta mekanisme penyaluran dana bagi hasil di daerah. 

Permasalahan tersebut mengakibatkan daerah belum menerima dana bagi hasil 

dengan optimal (Dani: 2009).  

Dalam kaitan dengan dana alokasi umum, masalah yang dijumpai antara 

lain dana alokasi umum belum berfungsi penuh sebagai block grant belanja publik 

pemerintah daerah menurut kewenangan, karena sekitar 80% dana alokasi umum 

dipakai untuk belanja pegawai. Kemudian formula dana alokasi umum belum 

secara komprehensif menggambarkan seluruh fungsi daerah dalam menunjang 

keutuhan nasional. Sementara itu dalam hal dana alokasi khusus, perencanaan 

dana alokasi khusus masih bersifat top-down dan daerah kurang dilibatkan dalam 

teknis (Siti: 2009).  
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Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 didasarkan atas 

tujuan menciptakan suatu sistem perimbangan keuangan yang proporsional, 

demokratis, adil, dan transparan (Deddi, 2006: 19). Revisi Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 juga 

merupakan sebagai bentuk evaluasi pemerintah terhadap pelaksanaan otonomi 

daerah. Undang-undang ini dimaksudkan untuk menyempurnakan pelaksanaan 

desentralisasi fiskal agar sistem pendanaan pelaksanaan desentralisasi semakin 

baik.     

Revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang 

Nomor 33 Tahun 2004 ditandai dengan adanya penyempurnaan beberapa hal 

antara lain penegasan prinsip-prinsip dasar perimbangan keuangan pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah sesuai asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas 

pembantuan; penambahan jenis dana bagi hasil dari sektor pertambangan panas 

bumi; pajak penghasilan pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri 

(WPOPDN) dan pajak penghasilan pasal 21; pengelompokan dana reboisasi yang 

semula termasuk dalam komponen dana alokasi khusus menjadi dana alokasi 

umum; penyempurnaan prinsip pengalokasian dana alokasi umum;  dan 

penyempurnaan prinsip pengalokasian dana alokasi khusus (Deddi, 2006: 19).   

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 akan 

membawa banyak perubahan dalam tata pemerintahan dan tata hubungan 

keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut Kaloh (2004) dalam Rika 

(2009) pemberlakuan undang-undang ini telah semakin membuka peluang dan 
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harapan bagi daerah untuk memperoleh sumber-sumber pembiayaan 

pembangunan yang lebih adil dan proporsional.  

Penelitian sebelumnya tentang dana perimbangan dilakukan oleh Rika 

(2009). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dana perimbangan Kabupaten 

dan Kota di Sumatera Barat setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 

tahun 2004  lebih tinggi daripada sebelum Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004. 

Rata-rata penerimaan dana perimbangan Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat 

sebelum pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 sebesar 81,04%. 

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 persentasenya 

mencapai 83,20%.  

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti kembali tentang 

dana perimbangan sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 

33 Tahun 2004 ini. Penulis ingin melihat bagaimana dampak dari pemberlakuan 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 di daerah lain, apakah akan membawa 

perubahan yang signifikan atau tidak. Dalam penelitian ini penulis mencoba 

mengembangkan penelitian sebelumnya dengan memperluas sampel penelitian 

yaitu Kabupaten dan Kota di Sumatera. Atas dasar itulah maka penulis 

mengangkat judul “Analisis Perbedaan Dana Perimbangan Keuangan 

Pemerintah Pusat dan Daerah Sebelum dan Sesudah Pemberlakuan Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2004 ”.  
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dilihat 

identifikasi  masalah sebagai berikut :   

1. Apakah terdapat perbedaan pajak daerah sebelum dan sesudah pemberlakuan 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004? 

2. Apakah terdapat perbedaan retribusi daerah sebelum dan sesudah 

pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004?  

3. Apakah terdapat perbedaan dana perimbangan sebelum dan sesudah 

pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004? 

4. Apakah terdapat perbedaan dana bagi hasil sebelum dan sesudah 

pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004? 

5. Apakah terdapat perbedaan dana alokasi umum sebelum dan sesudah 

pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004? 

6. Apakah terdapat perbedaan dana alokasi khusus pada sebelum dan sesudah 

pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Penulis membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu apakah terdapat 

perbedaan dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi 

umum, dan dana alokasi khusus sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2004.  
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D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah diatas,maka dapat dirumuskan masalah 

penelitian yaitu:  

1. Apakah terdapat perbedaan dana perimbangan sebelum dan sesudah 

pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004?  

2. Apakah terdapat perbedaan dana bagi hasil sebelum dan sesudah 

pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004?  

3. Apakah terdapat perbedaan dana alokasi umum sebelum dan sesudah 

pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004?  

4. Apakah terdapat perbedaan dana alokasi khusus sebelum dan sesudah 

pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan  

untuk mengetahui :  

1. Perbedaan dana perimbangan sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2004.  

2. Perbedaan dana bagi hasil sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2004.  

3. Perbedaan dana alokasi umum sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2004.  

4. Perbedaan dana alokasi khusus sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2004.  
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F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini :  

1. Memberikan informasi data empiris megenai perbedaan dana perimbangan 

beserta komponen-komponennya antara sebelum dan sesudah pemberlakuan 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.  

2. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pemerintah 

Kabupaten dan Kota di Sumatera dalam mengambil kebijakan dalam upaya 

agar bantuan dana perimbangan dari pemerintah pusat ke daerah ini semakin 

menurun dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin ditingkatkan sehingga 

daerah tidak terlalu bergantung kepada pemerintah pusat.   

3. Diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan serta tambahan referensi bagi 

peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian lebih lanjut. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS 

 

A. Kajian Teori 

1. Otonomi Daerah 

a. Definisi  Otonomi Daerah 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban 

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-

batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 

masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.   

Otonomi dapat diartikan sebagai hak untuk mengurus rumah tangga 

sendiri. Namun demikian, hak tersebut tetap berada pada batas yang tidak 

melampaui wewenang pemerintah pusat. Dengan kata lain, kewenangan untuk 

mengurus rumah tangga sendiri tetap berada dalam konteks dan rambu-rambu 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ahmad, 2008:9).  

 

b. Dasar Hukum Otonomi Daerah 

Otonomi daerah  berpijak pada dasar perundang-undangan yang kuat, 

yaitu: 
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1. Undang-undang Dasar 

Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk 

menyelenggarakan otonomi daerah. Pasal 18 UUD menyebutkan adanya 

pembagian pengelolaan pemerintahan pusat dan daerah.  

2. Ketetapan MPR-RI 

Tap MPR-RI No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi 

Daerah: Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang 

Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Rangka 

Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

3. Undang-Undang  

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada 

prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih 

mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Hal-hal yang mendasar dalam 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah mendorong untuk pemberdayaan 

masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran 

masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD. 

  

c. Tujuan Otonomi Daerah 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah 

diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, 

meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran aktif 

masyarakat serta peningkatan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan 
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terpadu secara nyata, dinamis dan bertanggungjawab sehingga memperkuat 

persatuan dan kesatuan bangsa. 

Tujuan program otonomi daerah adalah mempercepat pertumbuhan 

ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah, dan 

meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap 

kebutuhan, potensi maupun karakteristik di masing-masing daerah. Hal ini 

ditempuh melalui peningkatan hak dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk 

mengelola rumah tangganya sendiri (Indra, 2006: 354).   

Menurut Kuncoro (2007) pemberian otonomi daerah diharapkan dapat 

memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan daerah melalui 

usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, 

karena pada dasarnya terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan 

otonomi daerah tersebut, yaitu: 

1. Menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah.  

2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.  

3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta 

(berpartisipasi) dalam proses pembangunan.       

 

d. Asas-asas Otonomi Daerah 

Asas-asas otonomi daerah menurut  Indra (2006: 338) adalah: 

1. Asas desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh 

pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.  
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2. Asas dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada 

gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah.  

3. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa 

serta dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai 

pembiayaan, sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia dengan 

kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung-jawabkannya 

kepada yang menugaskan.  

4. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu 

pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup 

pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan 

antardaerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan 

memperhatikan potensi, kondisi, serta kebutuhan daerah, sejalan dengan 

kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan 

kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya. 

 

e. Prinsip-prinsip Pelaksanaan Otonomi Daerah 

Berdasar pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian 

direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, prinsip-prinsip 

pelaksanaan otonomi daerah adalah sebagai berikut:  

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-

aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman 

daerah.  
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2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan 

bertanggung jawab.  

3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh  diletakkan pada daerah 

kabupaten dan kota, sedangkan otonomi daerah provinsi merupakan otonomi 

terbatas.  

4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga 

tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar 

daerah.  

5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah 

otonom.  

6. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi 

badan legislatif daerah.  

 

f. Penerimaan Daerah dalam Pelaksanaan Desentralisasi 

Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi menurut Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2004 terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. 

Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan 

lain-lain pendapatan. Sedangkan pembiayaan bersumber dari dari sisa lebih 

perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah 

dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.    

Pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting dalam 

pelaksanaan otonomi daerah, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana 

daerah dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi 
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urusan rumah tangganya (Zul, 2004: 42). Pendapatan daerah adalah semua 

penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas 

dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar 

kembali oleh daerah (Deddi, 2007: 40). Pendapatan daerah bersumber dari:  

a. Pendapatan asli daerah, bertujuan memberikan kewenangan kepada 

pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan 

potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.  

b. Dana perimbangan, bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara 

pemerintah dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah.  

c. Pendapatan lain-lain, bertujuan untuk memberi peluang kepada daerah untuk 

memperoleh pendapatan selain yang berasal dari pendapatan asli daerah, dana 

perimbangan dan pinjaman daerah. 

Filosofi otonomi daerah adalah mewujudkan kemandirian daerah di segala 

segi kehidupan, yang diukur melalui elemen pendapatan asli daerah. Diharapkan 

dengan otonomi daerah, semua daerah di Indonesia mampu melaksanakan semua 

urusan pemerintahan dan pembangunan dengan bertumpu pada pendapatan asli 

daerah yang dimiliki.  

   

2. Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah 

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat, 

dan pembangunan, pemerintahan suatu negara pada hakikatnya mengemban tiga 

fungsi utama yakni fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Fungsi 

distribusi dan stabilisasi pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh 
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pemerintah pusat, sedangkan fungsi alokasi pada umumnya lebih efektif 

dilaksanakan oleh pemerintah daerah, karena daerah pada umumnya lebih 

mengetahui kebutuhan serta standar pelayanan masyarakat. Pembagian ketiga 

fungsi tersebut sangat penting sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar 

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah secara tegas dan jelas 

(Deddy, 2002: 169).   

Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 mengamanatkan agar  hubungan keuangan, pelayanan umum, serta 

pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah dan 

pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan 

undang-undang. Dengan demikian, pasal ini merupakan landasan filosofis dan 

landasan konstitusional pembentukan Undang-Undang tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

 

a. Pengertian Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah 

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu 

sistem pembiayaan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian 

keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan antar daerah 

secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan 

potensi, kondisi dan kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian 

kewenangan dan pengawasan keuangan (Indra, 2001: 231).  
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Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 BAB I Ketentuan Umum 

Pasal 1 ayat (3) perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah merupakan suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, 

demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan 

desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan 

daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas 

pembantuan.  

Perimbangan keuangan intra pemerintahan merupakan suatu mekanisme 

transfer keuangan dari jenjang pemerintahan yang lebih tinggi ke jenjang 

pemerintahan dibawahnya. Transfer ini terjadi karena pertimbangan adanya 

kesenjangan fiskal vertikal dan kesenjangan fiskal horizontal. Kesenjangan fiskal 

vertikal timbul karena adanya keterbatasan sumber dan kewenangan penerimaan 

daerah, baik dalam bentuk pajak maupun bukan pajak. Sementara itu, kesenjangan 

fiskal horizontal terjadi karena perbedaan kapasitas antar daerah untuk 

menghasilkan pendapatan sendiri. Untuk itu, maka diperlukan hubungan 

keuangan antara pusat dan daerah agar proses desentralisasi dapat berjalan dengan 

baik (Ahmad, 2008: 16).     

     

b. Tujuan Pokok Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah 

Pembentukan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah dimaksudkan untuk mendukung 

pendanaan atas penyerahan urusan kepada pemerintahan daerah yang diatur dalam 

Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Ahmad, 2008: 42).      
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Tujuan pokok perimbangan keuangan menurut Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

2004 antara lain :  

a. Memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah.  

b. Menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, 

transparan, partisipatif, bertanggung jawab (akuntabel), dan pasti.  

c. Mewujudkan sistem perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan 

daerah yang mencerminkan pembagian tugas kewenangan dan tanggung 

jawab yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah, mendukung pelaksanaan 

otonomi daerah dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 

transparan, mengurangi kesenjangan antar daerah dalam kemampuannya 

untuk membiayai tanggung jawab otonominya. 

d. Menjadi acuan dalam alokasi penerimaan negara dari daerah.  

e. Mempertegas sistem pertanggungjawaban keuangan oleh pemerintah daerah.  

f. Menjadi pedoman pokok keuangan daerah. 

 

c. Prinsip Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah 

Prinsip kebijakan perimbangan keuangan sebagaimana disebutkan dalam 

BAB II Pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah sebagai berikut: 

(1) Perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah 

merupakan subsistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian 

tugas antara pemerintah dan pemerintah daerah.  
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(2) Pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintahan daerah dalam 

rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh 

pemerintah kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas dan 

keseimbangan fiskal.  

(3) Perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah 

merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan 

penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.  

 

3. Dana Perimbangan  

Menurut Widjaja (2005: 33) dana perimbangan merupakan pendapatan 

daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan 

pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, 

terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin 

membaik.  

Dana perimbangan menurut Priyo (2009) merupakan pengeluaran alokatif 

anggaran pemerintah pusat untuk pemerintah daerah yang ditujukan untuk 

keperluan pemerintah daerah. Dana perimbangan diperuntukkan untuk (1) 

menjamin terciptanya perimbangan secara vertikal di bidang keuangan antar 

tingkat pemeritahan (2) menjamin terciptanya perimbangan horizontal di bidang 

keuangan antar pemerintah di tingkat yang sama (3) menjamin terselenggaranya 

kegiatan-kegiatan tertentu di daerah yang sejalan dengan kepentingan nasional.  
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Dana perimbangan terdiri atas Dana Bagi hasil (DBH), Dana Alokasi 

Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Ketiga komponen dana 

perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari pemerintah serta merupakan 

satu kesatuan yang utuh.  

 

a. Dana Bagi Hasil (DBH) 

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 

dialokasikan kepada daerah dengan angka persentase tertentu didasarkan atas 

daerah penghasil untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi (Deddi, 2007 : 49). DBH yang ditransfer pemerintah pusat ke 

pemerintah daerah terdiri dari dua (2) jenis, yaitu DBH pajak dan DBH sumber 

daya alam. Pola bagi hasil penerimaan tersebut dilakukan dengan persentase 

tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil.  

1) DBH Pajak 

Menurut PP Nomor 55 Tahun 2005, DBH pajak adalah bagian daerah 

yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak 

Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN), dan Pajak Penghasilan Pasal 21. 

a) DBH Pajak Bumi dan Bangunan 

Penerimaan negara dari PBB dibagi dengan imbangan 10% untuk 

pemerintah pusat dan 90% untuk daerah. DBH PBB untuk daerah tersebut dibagi 

dengan rincian: 
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- 16,2% untuk provinsi yang bersangkutan 

- 64,8% untuk kabupaten/kota bersangkutan 

- 9% untuk biaya pemungutan.  

b) DBH Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

Penerimaan negara dari BPHTB dibagi dengan proporsi 20% untuk 

pemerintah pusat dan 80% untuk daerah. DBH BPHTB untuk daerah sebesar 80% 

tersebut dibagi dengan rincian : 

-  16% untuk provinsi yang bersangkutan 

-  64% untuk kabupaten/kota yang bersangkutan. 

c)  DBH Pajak Penghasilan  

Penerimaan negara dari PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 dibagikan 

kepada daerah sebesar 20% dan sisanya sebesar 80%, untuk pemerintah pusat. 

DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 untuk daerah dialokasikan ke provinsi dan 

kabupaten/kota dengan rincian :  

- 8% untuk provinsi yang bersangkutan 

- 12% untuk kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.  

2) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 

DBH sumber daya alam adalah bagian daerah yang berasal dari kehutanan, 

pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas 

bumi, dan pertambangan panas bumi.  

a) DBH Kehutanan 

Dana Reboisasi (DR) adalah dana yang dipungut dari Pemegang Izin 

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dari Hutan Alam yang berupa kayu dalam rangka 
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reboisasi dan rehabilitasi hutan. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah 

pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil yang 

dipungut dari Hutan Negara. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) adalah 

pungutan yang dikenakan kepada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan atas 

suatu kawasan hutan tertentu yang dilakukan sekali pada saat izin tersebut 

diberikan.     

- DBH Kehutanan dari IIUPH untuk daerah sebesar 80%, dengan rincian: 

16% untuk provinsi yang bersangkutan dan 64% untuk kabupaten/kota 

penghasil. 

- DBH Kehutanan dari PSDH untuk daerah sebesar 80%, dibagi dengan 

rincian: 16% untuk provinsi yang bersangkutan, 32% untuk 

kabupaten/kota penghasil, sisanya 32% dibagikan dengan porsi yang sama 

besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang 

bersangkutan. 

- DBH Kehutanan dari dana reboisasi sebesar 40% dibagi kepada 

kabupaten/kota penghasil untuk mendanai kegiatan rehabilitasi hutan dan 

lahan di wilayahnya.   

b) DBH Pertambangan Umum 

Penerimaan pertambangan umum terdiri atas penerimaan iuran tetap (land-

rent) dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (royalti). Baik dari 

iuran tetap maupun maupun iuran eksplorasi dan eksploitasi dibagikan kepada 

daerah sama, yaitu sebesar 80%.  
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Untuk DBH pertambangan umum, iuran tetap yang berasal dari wilayah 

kabupaten/kota dibagi dengan rincian 16% untuk provinsi yang bersangkutan dan 

64% untuk kabupaten/kota penghasil. Sedangkan iuran eksplorasi dan eksploitasi 

yang berasal dari wilayah kabupaten/kota dibagi dengan rincian: 16% untuk 

provinsi yang bersangkutan, 32% untuk kabupaten/kota penghasil, dan 32% 

dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya 

dalam provinsi yang bersangkutan.  

c) DBH Perikanan 

Penerimaan perikanan terdiri atas penerimaan pungutan pengusahaan 

perikanan dan penerimaan pungutan hasil perikanan. DBH dari perikanan ini 

adalah sebesar 80% yang dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh 

kabupaten/kota.  

d) DBH Pertambangan Minyak Bumi 

DBH dari pertambangan minyak bumi dibagi dengan rincian :  

- 3% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan 

- 6% dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil 

- 6% dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota 

lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sisanya sebesar 0,5% digunakan 

untuk menambah anggaran pendidikan dasar.  

e) DBH Pertambangan Gas Bumi 

Penerimaan negara sumber daya alam pertambangan gas bumi dapat 

berasal dari wilayah kabupaten/kota atau dari wilayah provinsi. Besarnya DBH 
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pertambangan gas bumi adalah 30,5%, setelah dikurangi komponen pajak dan 

pungutan lainnya.  

DBH pertambangan gas bumi yang berasal dari wilayah kabupaten/kota 

dibagi dengan rincian:  

- 6% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan 

- 12% dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil 

- 12% dibagikan secara merata untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam 

provinsi yang bersangkutan 

-  0,5% sisanya digunakan untuk menambah anggaran pendidikan dasar 

DBH pertambangan gas bumi yang berasal dari wilayah provinsi dibagi 

dengan rincian:  

- 10% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan 

- 20% dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang 

bersangkutan 

- 0,5% dibagikan ke provinsi yang bersangkutan (sebesar 0,17%) dan 0,33% 

lagi dibagikan secara merata untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam 

provinsi yang bersangkutan 

f) DBH Pertambangan Panas Bumi 

DBH pertambangan panas bumi berasal dari setoran bagian pemerintah 

dan / atau iuran tetap dan dan iuran produksi. Jumlah DBH pertambangan panas 

bumi untuk daerah adalah sebesar 80% dan dibagi dengan rincian:  

- 16% untuk provinsi yang bersangkutan 

- 32% untuk kabupaten/kota penghasil 
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- 32% dibagi dengan porsi yang sama besar kepada seluruh kabupaten/kota 

lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.  

 

b. Dana Alokasi Umum (DAU) 

Menurut Mudrajad (2004 : 30) dana alokasi umum merupakan block grant 

yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi 

kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan didistribusikan 

berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa 

daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak daripada daerah 

kaya. Dengan kata lain, tujuan penting alokasi DAU adalah dalam kerangka 

pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antar pemerintah daerah di 

Indonesia.  

Menurut Mahfud (2003) dalam Mudrajad (2004), secara definisi DAU 

dapat diartikan sebagai berikut: 

1. Salah satu komponen dari dana perimbangan pada APBN, yang 

pengalokasiannya didasarkan atas konsep kesenjangan fiskal atau celah fiskal 

(fiscal gap), yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal.  

2. Instrumen untuk mengatasi pemerataan kemampuan horizontal imbalance 

yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar 

daerah dan penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh daerah.  

3. Equalization grant, berfungsi untuk menetralisasi ketimpangan kemampuan 

keuangan dengan adanya PAD, bagi hasil pajak, dan bagi hasil SDA yang 

diperoleh daerah.   
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 Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN 

yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah 

untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana 

alokasi umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah 

yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan 

antardaerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan 

potensi daerah. DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal 

suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah dan potensi daerah 

(Ahmad, 2008: 142).  .   

Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari 

pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. Jumlah DAU 26% 

ini merupakan jumlah DAU untuk seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Besarnya 

alokasi DAU ke suatu kabupaten/kota dihitung dengan mengalikan bobot 

kabupaten/kota bersangkutan dengan besarnya total dana DAU yang tersedia 

untuk kabupaten/kota. Total dana DAU untuk kabupaten/kota secara nasional 

adalah 90% dikalikan dengan 25% dari Penerimaan Dalam Negeri (PDN) 

Nasional. 

 

c. Dana Alokasi Khusus (DAK) 

Dana alokasi khusus dimaksudkan untuk mendanai kegiatan khusus yang 

menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi 

yang merupakan perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu, khususnya 

dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar masyarakat. Mudrajad (2004 : 34) 
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menyatakan bahwa dana alokasi khusus ditujukan untuk daerah khusus yang 

terpilih untuk tujuan khusus. Karena itu, alokasi yang didistribusikan oleh 

pemerintah pusat sepenuhnya merupakan wewenang pusat untuk tujuan nasional 

khusus. 

Menurut Ahmad (2008: 165) dana alokasi khusus adalah dana yang 

bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan pada daerah tertentu dengan 

tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah 

dan sesuai dengan prioritas nasional. Daerah tertentu yang dimaksud adalah 

daerah yang memenuhi kriteria yang ditetapkan setiap tahun untuk mendapatkan 

alokasi DAK.    

Berdasarkan pasal 40 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pemerintah 

menetapkan kriteria dana alokasi khusus yang meliputi kriteria umum, kriteria 

khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan 

kemampuan keuangan dalam APBD. Kriteria khusus ditetapkan dengan 

memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah. 

Sementara itu kriteria teknis ditetapkan oleh Kementrian Negara/Departemen 

Teknis meliputi standar kualitas/kuantitas konstruksi, serta perkiraan manfaat 

lokal dan nasional yang menjadi indikator dalam perhitungan teknis.  

 

4. Penelitian Terdahulu 

Penelitian sebelumnya tentang perbedaan dana perimbangan sebelum dan 

sesudah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ini dilakukan oleh 

Rika (2009) dengan mennggunakan sampel Kabupaten dan Kota di Sumatera 
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Barat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dana perimbangan sesudah 

pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 lebih tinggi daripada 

sebelum pemberlakuan Undang-Undang tersebut. Dana bagi hasil dan dana 

alokasi umum sesudah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 

lebih rendah daripada sebelum, dan dana alokasi khusus sesudah pemberlakuan 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 lebih tinggi daripada sebelum.  

 

5. Pengembangan Hipotesis 

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan 

kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara 

proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan 

sumber daya nasional yang berkeadilan, serta pembagian keuangan pemerintah 

pusat dan daerah (Widjaja, 2005: 26).  Masalah dana perimbangan diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang merupakan revisi dari Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 1999. 

 Perimbangan keuangan terwujud dalam bentuk dana perimbangan. Dana 

perimbangan dimaksudkan untuk membantu daerah mendanai kewenangannya 

dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dana perimbangan menjadi salah satu 

sumber pendapatan daerah, disamping pendapatan asli daerah dan lain-lain 

pendapatan daerah yang sah. Dana perimbangan ini juga ditujukan untuk 

mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan 
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daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar 

daerah. 

Mahfud (2000) dalam Indra (2001) menyatakan perimbangan keuangan 

antara pemerintah pusat dan daerah yang ideal adalah apabila setiap tingkat 

pemerintahan dapat independen di bidang keuangan untuk membiayai 

pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing. Hal ini berarti bantuan dari 

pemerintah pusat yang selama ini sebagai sumber utama APBD, mulai berkurang 

kontribusinya dan yang menjadi sumber utamanya adalah pendapatan asli daerah 

sendiri.  

Di beberapa daerah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

2004 masih belum membawa perubahan yang signifikan. Berdasarkan penelitian 

sebelumnya yaitu penelitian Rika (2009) yang meneliti tentang perbedaan dana 

perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah Kabupaten dan Kota di 

Sumatera Barat, menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan 

antara sebelum dengan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 2004. Rata-rata dana perimbangan sesudah diberlakukannya Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2004 lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum 

pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Hal yang sama juga 

terjadi pada dana alokasi umum, dimana tidak terdapat perbedaan yang signifikan 

antara sebelum dengan sesudah. Namun, untuk dana bagi hasil dan dana alokasi 

khusus terdapat perbedaan yang signifikan.     
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Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, 

diharapkan dapat membawa perubahan yang signifikan terhadap dana 

perimbangan, yang mana sebelumnya banyak daerah kabupaten dan kota yang 

pendapatan daerahnya didominasi oleh dana perimbangan dengan kontribusi yang 

berada diatas 75%. Sesudah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33Tahun 

2004, penerimaan daerah kabupaten dan kota yang berasal dari dana perimbangan 

(dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus) diharapkan dapat 

semakin menurun, dengan demikian ketergantungan daerah terhadap pusat akan 

semakin berkurang, mengingat ketergantungan semacam ini akan mengurangi 

kreatifitas lokal untuk mengambil kebijakan terkait dengan penerimaan lokal yang 

lebih efisien. 

Dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 juga diharapkan agar 

pemerintah daerah mampu menggali potensi penerimaan daerahnya dan 

mengelola dengan baik agar pendapatan daerah semakin meningkat, terutama dari 

sektor pendapatan asli daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan 

salah satu tolak ukur keberhasilan penerapan otonomi daerah.      

 

B. Kerangka Konseptual 

Masalah perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah 

merupakan salah satu tuntutan reformasi. Sebagai jawaban atas tuntutan tersebut, 

pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang kemudian 

direvisi dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
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Keuangan anatara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 1999 direvisi karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan 

keadaan, ketatanegaraan serta tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. 

Dana perimbangan merupakan salah satu komponen pendapatan daerah 

yang cukup penting. Banyak pemerintah daerah yang masih mengandalkan 

sumber pendapatan ini karena jumlah pendapatan asli daerahnya yang kurang 

mencukupi untuk menutup anggaran belanjanya. Dana perimbangan mencakup 

dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.  

Kehadiran Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah membawa dampak yang 

besar dan cukup mendasar dalam hubungan keuangan pusat dan daerah.  Bagi 

daerah pemberlakuan undang-undang ini telah semakin membuka peluang dan 

harapan untuk memperoleh sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang lebih 

adil dan proporsional. 

Dari uraian diatas maka kerangka konseptual dari penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 1 : Kerangka Konseptual 

 

C. Hipotesis   

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

Hipotesis 1 : Terdapat perbedaan yang signifikan dana perimbangan sebelum 

dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

2004 

Hipotesis 2 : Terdapat perbedaan yang signifikan dana bagi hasil sebelum dan 

sesudah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 

 

Hipotesis 3 : Terdapat perbedaan yang signifikan dana alokasi umum 

Sebelum UU No. 33 Tahun 
2004 

  
Dana Perimbangan : 

- DBH 
- DAU 
- DAK 

Sesudah UU No. 33 Tahun 
2004 

    
Dana Perimbangan : 

- DBH 
- DAU 
- DAK 

Beda 

Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah 

(Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004) 
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sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 2004 

Hipotesis 4 : Terdapat perbedaan yang signifikan dana alokasi khusus 

sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 2004 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan       

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis statsitik yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:  

1. Terdapat perbedaan yang signifikan antara dana perimbangan sebelum dan 

sesudah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. 

2.  Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara dana bagi hasil sebelum 

dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.  

3. Terdapat perbedaan yang signifikan antara dana alokasi umum sebelum dan 

sesudah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.  

4. Terdapat perbedaan yang signifikan antara dana alokasi khusus sebelum dan 

sesudah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.  

 

B. Saran 

1. Pemerintah daerah sebaiknya dengan pemberlakuan Undang-Undang 

Nomor 33 Tahun 2004 yang merupakan revisi dan penyempurnaan dari 

undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, 

dapat menggali dan memaksimalkan potensi penerimaan di daerahnya, agar 

pendapatan asli daerah semakin meningkat. Disamping itu pemerintah 

daerah diharapkan dapat mengelola keuangan daerahnya dengan lebih baik.  
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2. Pemerintah daerah harus semakin meningkatkan upayanya agar dana 

perimbangan dari pemerintah pusat dapat semakin menurun sehingga 

sumber pendapatan daerah tidak lagi didominasi oleh dana perimbangan, 

akan tetapi dari pendapatan asli daerah. Penurunan dana perimbangan ini 

berarti akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pusat.  

Daerah harus lebih meningkatkan kemandiriannya agar pelaksanaan 

otonomi daerah dapat benar-benar berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

3. Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar menggunakan sampel 

kabupaten dan kota dengan cakupan daerah yang lebih luas, agar hasil yang 

ditemukan nantinya akan lebih baik dari penelitian ini.  
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